QANUN KOTA LANGSA
i NOMOR £ TAHUN 2003

i © TENTANG

PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA
WALIKOTA FANGSA,
fenimbimg  : 4 bahwa demgen ditelaplannys Urdangiundong Nomor 34
‘ Tahun 2000 tentang Perubohan atos Undang-undang Nomor 18
Tohun 159 guna pengendalian perusshasn baik perusahasn
vang tidsk menimbulkan gangguan manpun perusshean yang
menimbulkan gangguen (HO} serta perusabnan jusa dalam.
Dacrah Kota Langsa, dan dalam rengks peningketan pendapatan
Al Daersh wntuk membiayai Pembangunan Daeeh perlu
ipungut Pajek Pendafiaran Ferusshaan ;
b balnea untuk maksud tersebut perlu datur dalam Qanun
{Feraturan Dacray,

enimbang  : 1. Undangundang Nomor 34 Tahun 1336 tentang Pembentkan
Propinsi Atjeh dzn Perubshan Peratiren Pembeatuksn Peopinsi

Sumatera’ Utard {Lembarar Neggre Takun 1959 Nomor

Tamhalian Lembaran Nagara Nomér 1092)




=

Undng-undang Momor 8 Tai 1981 Tenterg Hukum Acam
Pidana [Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran negars Norior 3258)

Undnngundnng  Nomer, 7. Tahun 1997 tentang  Badan
Penyelesaian Sengkels [’&pk-.(l.eu\imrm Megara Talum 1997
MNomor 40, Tambshan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
Undang-undag Nomor 19 Tahun 1997 tentang, Fenagiben Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahon 1977 Nomeor 42,
Tambahan Lembaran negara Nomor 3836) ;

Undang-Undbhg Nosior 52 Tahun' 1999 tentanj Pemerintahan

Daemsh; (Lembaran Negara Tahnn 1999 Nomer &0, Tambahan

Lembaran Negara Nomsr 3639) ;
Vb Mt 35, Tabion TO09° Tolons ik
Keuangan anfara Pemerinish Pusat. dan Daceah (Lambaran Negara
Tahun 1999 Nomor 56, Tambehan Lemberan Negara Nomor 3818);
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang, Penyelnggaman
Keistimeswaan Dacrah Teimewa Aceh {Lembaran Negara Tabun
1999 Nomor 172, Tambafuan Lembaran Negara Nomor 3853)

Undang-Undang No 34 Tshun 2000 testang Perubsban afas

Undang-Undang Nomr 18 tahun 1997 tentang Pajak Dasrah dan
retribusi Daernh (Lembaran Negara Tahun 2000 Momor 246,
Tambihan Lembaran negara Nomor 4048) :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan
Lcmhu_{«nNmra Nomor 4110} ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Kiusns

bagi Propinsi Dacrah Istimesa Aceh sebagai Brovinsi Nanggroe
Acth Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134,
Tambshan Lembaran Negara Nomor 4134);




Peraturon Pemerintah Nomor 65 Tshun 2001 tentang Pajok Daesah
(Lembriran Negaa Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138) :
Keputusan Menterj Dalgm Negerl Nomor 4 Tahiun 1957 tentang
Purtyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah. Daerah;
13. Keputusan Menterj Dalam Negeri Nomor 173 Tshun 1997 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajok Daerah ;
Kepubisan Menters Delam Negeri Nomag 21 Tahun 2001 Tectang
Teknik Penyysunan dan Matert Mustan Produk-produk Hujum
i Daeroh; " . .

. 15, Keputussn Menters Dalam Negeri Nomor 22 Takum. 2001 Tenteng
‘Bentuk Produl-praditk Hiskem Daerah. !
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Dengan pmatﬂém
nmmx PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN : p I

enetapkan : QANUN (PERATURAN DAERAI) KOTA LANGSA TENTANG PAJAK
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qarwn (Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kotn Langsa ;

2 Pemerintsh Daerah odalah Walikots besers perangkat Daerh
otonom sebagai badan cksckutif Daerah;

3. Walikots adalah Walikota Langsa ;
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ekretariat Darah adalah Sekretariat Dacrah Kota Langsa ;
Sakratarts adslah Sekrethris Daerah Kota Langsa ;

Pejabat ndalah Pegawai yang diberi tupas tartentu dibidang
Fejok Dfeinh sesuind dingan Peraturan Perondang-undangan
yang béslaki;

Pajak adalah Pajak Pendafiaran Perusahean ;*

TPerusahoan adalah setiap peritakidan yang didirikannya dapat
meniinbulkin gangguan (HO) dan atra perusshasn yang
beriisaha dibidang, barang/jass,
pemborongen/kontruksi  instalator, josa komsultasi  dan
persahaan yang tidak meni zguan (Non HO};
Surat Pemberitahuon selanjutnya. disingkat SPT adalah suret
yang oleh wajib pajak diganaken untuk melaporkan data ohjek
dan wajib pajak sebagai dasar perhitangan dan pembayarm
pejek yamp fervtang menumt ketertuan Peafuran Perundang-
umndangan perpajakan ;

. Mot Pajak adalah dussc pechitungan besamipa’ paplk g
terhutang yang hatus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai
ketetapan pajak ;

;pan pajak yang slanf isi P adaleh surat
ketetapan pajak yang diterbithan secara jabatan ;

Surat Tagihan pajedk yang sclanjutnya disingkat STP adalsh surat

untik melokukan lagihan pajsk dan sl berupa dends

administrasi ;

Surat Pemberitahuan. Pajpk Daersh adalsh yang selanjutnys

disingkat SPTPD adalsh surat yang dipunakan oleh Wajib Pajak

umtuk melaporkan”perhi dan pembayaran Pajak terutang
menurut Peraturan Pérundang-undangan Pecpajakan Dacrah ;
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Surat Setoran Pajak Daeraby, yang selmjutnya disinglat SSPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mefakikan
pembayaran atau penyatoran pajak yang terutang ke Kas Daeral
atau ke tempat fain yang ditctapkan oleh Walikota |

. Surat Ketetepan Pajek Daerah yang selanjotnya disingkat SKPT

adalah surat Kepuhusan yang menentukan besarmya jurlah pajak
ying lerulang:

. Surat Ketelapan. Pajak Daerah Kurang Bayar, yang sslanjutnya

divinglat SKPDKE adalah surat Keputusan ysng menentukan
besarnys jumlsh pejak yang tenubang jumlh kredit pajal, jarmlah
bekurangan  pembayaran pokok pajak, bessmys sunksl
administrasi dan juemlzh yang masih baras dibayar ;

St Kototapan Pajak Dasrah Lebih Baynr, yang selanjutrya
disingkat SKPDLE adaleh surat kepubusan yang menentukan
jtmslah kelebihan pambayaran pefsk karena jumlah Tredit pajak
Iebib, besar dari pejal yang fertang ateu tidsk ssharusnya
terutang;

Surat Keputusan Keberatan adaloh surat Keputusan atas keberatan
teshiadap SKPD, SKPDKBT, SKPDLE ate terhadap pemotongan
st pemungutan olsh pibak ketiga yang dinjukon oleh Wajib
Pajuk;

Surat Ketetepan Pajak Niki, yang selarjutnya disingkat SKPDN
adalah surat keputusnn yan menentukan jumlih pajak yang
terutang sama besarnya dengan kredit pojak, atau. pajak tidsk
terutang dan fidal ada kredit pajal

. Surat Tagihan Pajok Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD

sdalah sural unfuk melakukan tgihan pajak atau  sanksi
admiistsasi berupa bunga din dtau denda.




BAB II i
WAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

{1) Dengan name Pajsk Pendsfiirsn  dipungut pajak ams setiap
penyelenggiraan Pérusahaan ;

{2)' Objek Pajak adalsh semua Perusahaany/ Usaha yang didaftarkan di
Daerah yang menimbulkan gangguan (HO) dan‘stan Perusahsan
péngadaan barang/fasn pemborongan / kanitruksi, stelatoy | jasa
kdnsultosi dan’ perusshaan, yang fidsk merimbolkan pangguan
(Nom HO).

> Pasal 3
(1) Subjek Dajak adilsh orang pribadi atm Badsn yang
menyelerggarakan Pervisahaan,/ Usaha,
BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PATAK
Posal 4
1) Dasar Pengenman Pojak odalsh jumlsh pembayamn atau
dibayar 3
() Dasar dim jumlth pembayaran sebagaimana dimaksnd pada
ayat (1) didasarkin pada :

8 Jenis  Perusshasn yang  menimbulkan  gangguan
diklssifikssikan sebagai berikat :
Golonigan 1 : - Parusshasn/LUsaha yang digerakan oleh
= kekuatn uap air, kekuatin gss atsu
elektro motar atan mempergunakan vap
air, gas atau vap tekanan linggi dengan
kekuaten tidak lebih daxi 19 PK.




¢ - - Perusshuan/Usaha yang menfisbulkan

gRLngRn

dampak nzgatf terhedap
sekiter (Pencemaren Lingkungan)

1 —
© . 4 GolonganH : - Perusshaan / Usaha yang digecskkan
e el cich kekustan uap air, hekuatan gas eten
ot elektra mator atau mempergunakan uap
air, gee wmau uap tekanan tinggi dengan

kekustan tidak Iebih dari 19 Pk s/d 50 P

"dample negatf terhadsp linghungan
- " ity (Pencemaran Lingkungan).

Gelonganlll : - Pemusahasn / Usha  yacg
' _ digerakan oleh kekustan usp air,
keluntan gas atsu elekiro motor
s mempergunakan uap alr, gas
ats wnp tekepen tinggi dengm
ehuatan tdak lebih dari 51 PK
| : § sd 100 PE.,

|
‘ N . . Pervtahesn/Usshayang - menimbulkan
|
|

Perusshean  /  Ussha yang
menimbulkan  dampek  negetif
ferhadap  linglungan  sekitar
(Penicemaran Linglungan).

| GolonganlV ¢ - Peusshun [ Ussba  ywng

| E digerakan olel kekuntan wap ais,
" eluatan pas atmu elckio mator

atat, mempergunakan uap air, zes

s map tekacen tnggi dengan




kekuatan tidak lebih dari 51 PK
5/d 100 PK.

- Perusshasn /  Ussha yang
menimbuikan  dampsk  negatif
terhedap  linghumgan  sekitar
(Pancemamn Linghungan).

b.  Jenis Perusahean /Uasha yang fdak menimbulkan
gnguan adalah
- Jenis Perusahmam Jasa/Pemborongam, Jesa
pemborongan konstruksi dan perusahaan/ ussha
yang bergerak dibidang instalatur serla konsultan
yang diklaslikasikan sebagai berikut:
- Golongan Kecil tign (K-3)
- Golongan Keil dua (K-2)
- Golongan Kexil satu (K1)
- Golongan Menengsh (M-2)
- Golongan Menengah (M-1)
- Golongan Besar (B)
- jemis Usaha yang berhadan  hukum,
perdagangan/ niaga dan usaha perorangan.

Pasal 5

Besamyn farf Pajak Pendaftaran Perosshean/Usaha yang

menimbulkan ganggusn (HO) dan yang tidak menimbulkan

gangguan (Non. HO) untuk sefip jenis penggolongan

perusahaan/Usaha adalah :

. Untukjenis perusahaan yang menimbulkan gangguan
(HO) ditetuplan :




1. Gelongan [ sebisar Rp. 150,000 Pertshun
2 Golongan I sebesar Rp. 300000 Pertshun

3. Golongan Il sebesar Rp. 600.000 Periahun

4, Golongan IV sebesar Bp. 1.200,000 Pertahun.

b, Untul jenis Jasa/p ringgen Jesa p
konstruksi dan perusahaan/usaba ¥ang bergerek dibidang
instalatur serta konsulien yang Tidak menimbulken gangguan

a

oo w et

" (Non HO) ditetaplian :
1

Galongan Kecil Tiga (K-8) Rp. 75000 Pertalun
Golongan Kesil Duaf K-2) Rp. 100000 Pertahun
Colongan Keeil Satu (K1) Rp. 175,000 Perizhen
Golangan menengsh Dua (M-2) Kp. 250.000 Pertahun
Golongan menengah Satu (M-1) “Rp. 325,000 Pertahun
Golongan Besar (B) Rp. 425.000 Pestahuar.

Untuk fenis perusshasi/ussha 'yang berbadan hukum,
pernisghan/ninga  dan wsahn  pévorangan yang  tidak
menimbulkan gangguan(Nan HO) ditetapkan :

1

-

-

o

-

 bidang Prikanan Intensif

Perusahain /nsaha yang bergerak dalam
bidang porkebunan ' Rp.1500.000,/ Talnun
Perisahaan/ usaha yang begerak dalam
Rp. 1.000.000,-/ Tahun
Perusahazn// usaha yang bergerak dalam
bidlang Prikanan Nan Intensif  Rp.  750.000,~/ Tahun
Perusahaan/usaha yang bergerak dalsm

‘tbidang Peternakan Rp. 600.000-/Tahun

. Pervsnhaan/vsaha yang bargerak dalam

bidang Pertanian Bp. 500.000,-/ Tshun
Perusahaan; usaha yang bergerak dalam
bidang Jasa Rp. 150000~/ Tahun




7. Perusahaan/usaha perdagangan

Grosir Rp. 300,000,/ Tahun
8. Perusabaan,/usaha Dagang
. Eeeran Rp. 150000/ Tahun
9. Persahann/usoha Toko

Keloptong Rp. 150000,/ Tabum
10. Perusshaan,/usaha Kics

Kalsionig Rp. 100,000,/ Tahun
11, Perusahioan/usohn Toko

Elektronik . . Bp. 250000-/Tahun
12. Perugahaan/usaha Toko

Obat-obatan  Rp. 500000,/Takun
13, Perusehman/ psaha Toko, Kios

rempahrempah Obat-cbatan ~ Rp.  75.000-/Tahun
14, Perusahann/usaha Optik/Toko
. Kacanata Rp. 300009,/ Tabun
15. Perusahnan, usnha Spare Part

Roda Dun Rp. 400000,/ Tahus:
16. Perusthann /ussha Spare Part

Roda Fmpat Rp. 600.000,-/Tahun
17, Perusahaan/uscha Alat

Bengynan Rp. 250,000/ Fahun
18, Perusahaan fusnha Show Room/ Dealer

Roda Dua, Rp. 500000,/ Tahun
19. Perusahnan/usnha Show Room, Dealer

" Roda Empat Rp. 750.000-/Tahun
20, Usaha Prakiek Dakier Rp. 250,000,/ Tahun
21, Ussha Praktek Kebidanan Rp. 150000,/ Tahun

22, Usaha Praktek Akunpuntar  Rp. 100.000-/Tahan
23, Usaha Barang Bekas Rp. 100.000,-/Tahun
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24. Usaha Jual Beli Ban Kendaraan
Termotor Rp: 150000 Tahun
- 25, Usaha Joal Buah-bushan Rp: 75000/ Tahun
26. UsahaJual BeliSepeda - Rpl 200000/ Tahun
7. Ussha Bunga. Rp. 50,000,/ Tabun
29, Ussha Cetak Keramik, Tegel  Rp. 300000+ Tahun
3. Usahn Cetnk Gorong-gareng, cinen sumur
dan pot Bunga’ Rp- 150.000-/Tahun
- Usaha Penjualan Bata Kerildl, Pasir, Balu
Koral, Batu Bata Rpi 200,000/ Tahun
32 Usaha Penjualan Kayu
Olahan Rp. 200000,/ Tahun
38, Usaha Penjuslan Perabot  Rp. 200,000/ Tahun
34, Usaha Pembuatan Jok
Mobil Rp. 100,000,/ Tabum
35, UsabnJualbeli Hasil Bumi  Rp. 100,000,/ Tahun
35. Usaha Pembibitan Tanaman
Keras Rp. 100.000/Tabun
37, Usaha Souvenir dan
'\ Keamik Rp. 100,000/ Tahun
38, Usaha Konveksi/Tukang
Jahit Rp. 150,000,/ Tahun
39, Yayasan/lembaga Pendidikan
Yang komersial Bp. 2000000, Tabun
40 UsahaFimas/Tukang Mas ~ Rp. 500.000,/Talun
A1, Usahia Penangkscan Sarang Burung
Wllet ; Ry, 2 5000000,/ Tahun
42, Perusshatn/usahaLimun  Rp. 250000,/ Tahun
43. Perusshaan/usaha Toko
Buku Rp.  250.000,-/Tahun




4. Perusshasn/usabz THlam  Rp. 250000/ Tahon

45, Perusahaan/usaha Toko

!

| Jorn ; Bp. 250000/ Taun.

! 146, Perusahaan/usnbu Stempely

! Spanduk Rp. 5000, /Tahun
&7 Ussha Bstok/ Tompurung. Rp. © 50000,/ Tahun
48.. Usaba Keyu Bakar. Ep. 50000,/ Tahun

49, Usshn Reperasi Elektronik  Rp..© 150.000,-/ Tahsm
50. Usaha Sumur Bor Ep. 75.000,-/ Tahun
51. Usetha Hotsl 5 5 Rpe  300.000-/Tshun
52. Usnha Losmen - Rp... 250,000~/ Tahun
53, Usaha Penginapan Rp. - 200000,/ Tahun
5&, Usaha Bekicot dan scjenisoya Rp..  75.000,-/ Tabun
55. Usaha Industri Rumah

. Tangga Rp. 75000,/ Tahun
. 56, Usaha Industri Kecit Rp. 100000,/ Tahun
57, Usaha Industri Sedang Bp. 15000/ Tahun
58, Usaha Industr] Besar Rp. 200000/ Tahun
58, Usaha Satwa i Rp. 250000/ Tahun
60. Usaha Air Minom lsi Ulang  Rp. 250000,/ Tahun
61, Usaha Hibaran Rp.  100.000,-/ Tahun
Pasal 6

(2) Apabila Perusehasn mempunyai lebih dua Sertifilkasi maka pajok
yang dipungut-adalah tarif pajak yang terbesar dari salah sahi
Sertifilat; .

{3) Apabila belum ditentukan Sertifikssi atau h
tersebut-baru didirikan  maka dikenakan tarf pajak terendah

dalam Peraturan Daerah ini.




BAB IV

WILAYAI FEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

e Pasal 7

(1) Pejék’ yang derhuting dipungut Wilyah Daersh tempat
Penyelenggsraan Perusahainy/ Usaha ;

(2) Besamya pejak’ terhutang difvitang dengan cara tarif pajak
sehagaimans dimaksud dalain pasal 5 dengan ddsar pengenaan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Fasal 8
Masa Pajek adalah jangkn wakiu terlentu yang Tamanys 1 (saty) sstu

ahun:

Pasal 9
Pajek terhutang dalam musa pejak terjadi pada saat penyelengparasn
perusshaan/usaha.

Pasal 10

(1) Setinp Wajib Pajak wajib mengisi SPTFD ;

{?) SPTPD schagaimsna dimsksud pads ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serén ditandatangani oleh wajib Pajak atan
Kuasanya ;

{3) STPD sebagaimana dimeksud pada ayat (1), harus dissmpaiksn
kepadn Walikot selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah
ber akhhimya masa pajak.

13
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Bentuk, isi dan tata cme pengisian SFTPD ditetopkan oleh

@

BABVI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK
PASALTL

Rerdasarkan SFTRD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(1} Walikota menctapkan Pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD; .

Apabila SKPD: sebagaimina dimaksud pada ayat (1) Hdak atau
kurang dibayar setelalt lewat wakte paling lama 30 {Hga puluh)
‘hari sejak SKPD diterima dikéndkan sanksi administrast gebesar 2
% (dus pasen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

@ Tasal 12
Wajib Pajak yang membeyar sendiri, SFIPD sebagaimana
dimaksud delam pasal 10 ayat (1) digunekan bk
memperhitmgkan dan menetapkan pajak sendir yang terhulang ;
Dalim jangka wakti 5 (fina) iahin sesudah sast terhutangnys

pajak, Walikots dapat menerbitkan :

a.  SKPDKB;

b, SKPDKBT;

© SKPDN.

SKPDKB sebagaiman Wudpnb ayat (2) huruf a diterbition :
a  Apabila Thasil atau lain.

pajak yang terhutang Hidak atau kurang dibeyar, dikenakan
sanksi administrasi sebesar 2% (dus persen) sebulan diiitung
dari pajak yang kurang niau terlambat dibayar untuk jangka

14




wwaktu paling lama 24 (dun pelih empal) bulen dilitung sek
saat terhutangnys pajzk ;

b Apabils SPTPD tidk & sumpoiken dalam jangka wakiu vang
ditentukan dan telih dilegus secara tertulis, dikenaken sankst
administrasi gebesar 2 % (dua pesen) sebulnn dibitung darl
prjek yang keng ataa terlambat dibagar nnink jangka waktu
paling lema 24 (dun pulub empst) bulan di hitung sejak saat
ferutng peiak;

¢ Apsbila keswaiban mengisl SPTPD tidnk diperuhi, pajek yang
terutang dihitang* secard jabstan’ dan dikenakan sonksi
sdministrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dibitung daci
pajaki yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakta
paling lama 24 (dus puluh cmpat) bulan di hitung sejak aast
terutang pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana . dimalsud pada ayat (2) homf B

diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahen jumlah pajak
yang ferutang, aksn dikenakan sanksi adminiatrasi bertipa
Yeenaikar debesar 100 % (seratus persen) dari jornlah kekurangan
pajak terssbut

SKPDN sebagaimana dimaksud pad ayat (2) huraf ¢ diterbitkan
apabila jumlah pajak yang tratang sawa besarnya desgan jumlah
Kredit pajak atni pajnk tidak terutang dan tidak ada keedit pajak ;
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagnimana dimaksud pada ayat (2) hurf 2 dan b
tiak atan tidak sepenhnya dibayar dalari jangka waki yang
telnh difintukan, ditagh dengdn mensibitkan STPD ditmbah

dengait sanki istras sebesar 2 % (dun porsen) s :
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7} Peruifibahan jumlsh pajak yang tetuishg sébagaimana dimaksud
3] Jumlsh pajal
pada ayat (4] tidak dikenakan apabila Wajib Pajek melaporkan
sendiri sebelurn dilakukan tindakan pemeriksaan,

T BABVE -
TATACARA PEMBAYARAN
. PASAL13
(1) Pembayaran pajak dilakakan di Kas Daersh ston tempat lain yang
ditunjuk oleh Wilikota sesuai waktn. yang ditentukan dalun
SETPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SIPD; -
(2) Apabila pembayaran pajak difakakan di nin yang ditunjuk,
hiisil peneriman’ pajakharus. disetor ke Kns Daerah selambat
- lambatnys T x 24 jam atan dalami wakiu yang ditentukan eoleh
Walikota;
® pajak dimaksud pada ayat (1) dan ayat
. (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. -

i Pasal 14
(1) Pembayarn pajak harus dilakukan sekaligas atau funas ;
(2) Walikota dapat memberikan parsetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangstr pajak tertang dalam kurun wakiu tertentu, setclh

‘memenuhi persysratan vang ditantukan ;

(3) Angsuran perbayaran pajek scbagaimana dimaksud pack ayat (2),
haris dilskukan secara teratwr cen berturdbruret  dengan
dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan
darl tumlah pejak yang belum kurang dibayar ;

{4) Walikota dapnt memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
merwmeks pembayaran pejek sampai batas waktu yang ditentukan.
setelsh memenuhi persyaatan yang ditentukan dengan dikenakan
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canksi administrasi scbesar 2 % (dug pepsen) ssbulan dart jumiah
pajak yang belum ataa karang dibayar ;.

{5 Persyanatan untuk dapat dan menunda |

serta tnts cara, gran angguran dan per
dimaksud pada ayat (2) dan ayat {8) ditetapkan aleh Walikota.

Pasal 15
(1) Setiap pumbayaran pajak sebsgalmana dimaksud dalam psal 14
dierikan tanda bukt] pembayaran dan dicatat dalim buku
.- penerimaan ; . |
(2) Bentuk, Jenis. Isi, Ukuran tandn bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak  sebagaimenn dimakead pada ayat (1),
ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIL
TATA CARA FENAGIHAN
. . PASAL 16

(1) Surat Teguran atan Surat Peringalan atau Surat bain yang sefenis
sebagal awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikshuarkan 7
(tujul) harl sejak saat jatuh lempo pembayaran ;

(2) Dalumn jangka wakin 7 {ujuh) hari setelah tanggal Surat Teguren
atau Surat Peringatan stau surat lain yang sejenis wajib pajak harus
melunasi pajak yang terutang ;

() Surat Teguran atas Surat Peringafan atay surat lain yang sejents
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelumkan aleh Pejabat

Pasal 17
Apabila Jumish Pajsk yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangln waldu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguren
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atan Surat Peringaton aton surat lnin yang sejenis fumiah pajak
i hatiss dibayar ditapih dengan suirdt puksa ;
(2) Walikotn atau Pejabat nienerbitkan ‘Surat Pakes ‘segem seteleh
Townt 1 (dun pulub satu) hari sojak tanggal Surat Teguran atay
"Surat Peringalaii atéu sarat lay yangstjens.

Pasal 18
Apabils pajak Fang i idak dflundst dali fenpka 2 x 24
dah tariggal pembert Paksa, Wallkola stau Pefabat
sagera menarhitkan Surat Perintah melaksanakin penyitian.

Pasal 19
Setelah dilakukan pefiyitaan dan wajib pajak belum fuga melumas]
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejnk tmggal
Surst Perintsh meleksa penyitaan Walikota atay
Pejabat mengajukan permintaan panstipan bmggal Pelelngan
kspada Kantor Lelang Negarn.

Pasal ‘2
Setelahy Kartor Lalang Negars menetaphon hari, tanggal, jam, dan
lelang, Jur Sita + dengan segera
sccarn tértulis kepadn Wajib Pajak
Pasal 21

Bentuk, fenis dam i formulir yang digunakan untuk pelaksanaan
periigihan pejak Daeesh ditetapkan oleh Walikotn, -

18




| 2 BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMEEBASAN PAJAK

Fasal 22
(1) Wakikota b jib pajk dap berik
pengurangan, keringananden pembebasan pajak ;
(2) Tata cafa pemberian eeril dan p
pajek sebagainiana dimaksud psda ayat {1), ditetspkan oleh
i Walikota. : i
BAB X

‘TATA CARA PEMBETULAN PEMEATALAN PENGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAFUSAN ATAU PENGURANGAN

: SANKST ADMINISTRAST
: Pasal 23
{1) Walikota kerena Jabatan aiau atas permohonan wajib pajak dapst:

o Membetulkan SKPD atnu SKPDKBT atsu SPTPD yang dalam
penerbitannya terdnpat kesalahan tulis , kesalahan hitung, den
ataw kekelirunn dalao penerapan Persturan Perundang-

undangan Perpajakan Duerah ;
i b, Membatalkan atay mengurangkan ketetspan pajak yung tidak
benar;
. atau. k sanksi |

berupa bunge, dénda dan kenaikan psjak yang terutang dalam
hal sanksi tersebut sikenakan kavens kekhilafan wajib pajak
b brikai b Ry
@ pembetulan, p Ketetapan d
penghapusan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
dan STPD sebsgaimana dimaksud pada ayat (1) herus
disampaikan secats tertulis olh waiib pajak kepada Walikota atau
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| Pejabst selambat-lambatnya 30 {tiga puluh) hori sejak tanggal

diterima  SKPD, SKPDKB, SKFDKBT atau STPD  dengan
; memberiksnalasan yang jelas ;

| {3) Walikota stau Pejsbat paling lama 3 (ligs) bulan sejak surat

S  permohonan sebagnimana dimaksud pads ayat (2} ditsrina sudih
Tiarus memberikan keputasan ;

(4) “Apabila sctelah lewat wakka 3 (tign) bulan sebagaimana dimaksud

£ pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak membarikan Keputusan,

P P ketetapan dan
E T ateu sanksi administrasi disnggap
dikabulkan.
BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24
(1) Wajils Pajak dapat mengajukan koberatan hanya kepada Walikata
‘atau Pejabat aitas suatu -
n SKPD;
b, SKFDKB;
c. SKPDKET:
d SKPDLB;
e SKPDN.
@ keberatan  eeby dimaksud

secara tertulis dalam bahasa Indonesia peling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPD), SKPDKE, SKPDKBT, SKFOLE dan SKPDN di
terima-oleh wajib. pajak, sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
kecuali apabils wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidek dapat - dipenuhi  karena keadsan diluar

* Kekunsannyn;

i}




(3) Waliketa stau Pejabat dalam jangka wakiu paling 12 (dua belss)
bulan sejak tanggst surat permohoran kebératan ssbagaimana
¢ dimaksud paca ayat {2) diterima, sudal meberiksn Keputusan ;
(&) Apabila setslah lewat waktu 12 {dus belas) bulan scagaimens :
| dimaksud pada ayat {3) Walikots stau Pejabat tidak memberikan
| Jeepat Keboratan diznggap i Y
‘ {5) - Pengajuan keberatan. sebagaimana dimnksud pada ayat (1) Gdak
menunda kewajiban membayar pajak.

. Pasal?s
() Wejib Pajak dapal mengsjukan banding kepada Badan
penyelesaion Senghets Pajak dalum jangha waktu 3 (tigs) bulan
setelah diterimanys keputusan keberaten ;
i () Pengajuan banding sebagaimana dimakeud pea ayat (1) fidsk
‘meruinida kewajiban membayer pajrk,

Passl 26
Apabils peagsjuan keberatm schagaimana dimsksud dalam pasal 24
atau banding sebagnimena dimeksud dalam pasal 25 dikabulkan
sebagian atan haa, kelebihan p pajsk al
dengan ditambal imbalan bunga schesar 2 % (dua persen) sebulan
untuk paling tama 24 (due puloh empat) bulan,

BAD X0
PENGEMEBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pagal 27
{1} Wajib Pajak dapat e h
Lelebihan pembayaran psjek kepada Walikot atau Pepi»l secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya .




@

@

5. Nama dan Alamat w-;.'bl?s;a!(
b, Mava Pajak ;

¢. Hesarnya kelebihan pembayaran pajak ;

d. Alnsan yang jelns.

Walikotd st Pejabat 'dalnm jangks waktu, paling lama 12 (dun
belas) bulan sejak ;

Kelebihan pembayamn schagaimana dimaksud padasayst (1) harus
memberikan keputusan ; -

Apabila jangka wakiy sebagaimana dimaksid pada syst ()
dilampaui Walikota 'atsu Pejabat tidak memberiken Keputusan,
permationan, perigembalian kelebihan pembayiran pajak dianggap
dikabilkan elan SKPDLB hariis diterbitkan dalam jangks waktu
poling fama 1 satu) bulan;

Apabila Wajib PajaK mempunyai utang pajak lninnys, kelebihan
pembayaran pajsk sebagaimann dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan unfuk melunasi terdebih dabulu utang pajek
dimaksud ; .

Pengembalion lelsbihan pembayarsn pajak dilakukan dalom
seaktn paling Tnma 2 (dua) bulen sgiak diterbitknnnya SKPDLE

.. dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak

(5PMEF); .

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajal dilekukan
setelsh lewat waktu 2 (dus) bulan sejuk diterbitkannya SKPDLB,
Walikota atxu Pejahat memberiknn imbulan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlombatan pembayaran kelebihan

Pk




! R T cPasalzs

. Apabila kelohihan pembayasan pefak diperhitungkan dengan wwtang
i pojsk Jaings, sebageimana dimakewel dalam pasal 7 eyet (1),
pambayaran dilakuksn dengan cra pemindah bukvan dan ki
pemindah bl jugn beclaka sebagai bukid pembayaran.

BAB X111
KEDALUWARSA
Pasal29

() Hak uniik melskukan pessghhan prjak, keduhuwarsa seiclah

melampaui jangks waktu 5 (lima) Tahun terhituny sejak saat
: terhutangnys pajak, keeuali apsbila Weflb Pajak melakukan findak

pidana dibidang perpajakan Daerah ;

(2) Kedaluwarsa penagihan pojek sebagaimana dimnksud pada ayat
(1) tertangguh apabila :
& Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b, Ada pengakuan utang pajak dari wejib pajak beik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XIV
KEIENTUAN PIDANA.
Pasal 30

(1) Wajib Pajok yang dengan sengeje tidak menyampaikan SPIFD
atsu mengisi dengan tidak benar sehingga merogikan keuangan
Dasfah dapat dipidana dengn pidana kurungan paling Tama 1
{sdbe) Tahun dan atmn denda paling banyak 2 {dua) kall jumlah
pajak yang teritang ;
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() Wajib Pajak yang dimgan sengajs tidek menyempeikan SPTPD
aten mengisi dengan tidsk bemar twu tidek lengkap atu
inelampirkan keterangan yang fidak benar sthingga merugikan
Keluasigan Daerah ditpat dipidana dengan pidans kurungan paling
Intiw 2 {@iak) Tabun din ata denda paling banyak 4 {empat) kali
uanlabifajak yang teiflang:

Pagal 31
Tindak pidana sebigeihine dimaksud dalam pasal 30 Hdak ditantut
setelah melampaut Jafigka wakiu 10 (sepulub) Tahun sejak saat
terutangnya pajak ateu berakhir Masa Pajak.
d "BABXV
PENYIDIKAN:
- pasal 52
{1} Pejabat Pegawai - Negeri Sipil tertentu dilinglungan Pemerintah
Deerash diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
sielakiikan peryidikan lindak pidsna dibidang Perpajakan Daerah
sabagaimana dimeksud dalam Undang-undang Nomor & Tahun
1981 tentang Hulkum Acara Pidana ;
(2) Wewenang Penyidik sebagnimans dimaksud pada ayat (1} adalah
& Menerima, mencasi, mengumpulken dan meneliti keterangan
atan laporan berkensan dengan tindak pidana dibidang
Perpajakdn  Doeraly agar keterangan atan laporan tevsehat

 menjadi lengkap dan jeles;
b, Menelifi, mencari dan mengumpalkan keterangan mengenai
_ orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubtingan dengan tindak pidana Perpajakan
Daerak tessebut ;
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¢ Meminm keterangan dan bahan elau badan sehubungan
dengan tindek pidans Perpajakan, Dacrah;

4 Memerksa bukebuky, catetan-cntaian dan  dolamen-
dokumen lain berkensan deagin tindek pidana dibidang
Perpagakan Daerah ; .

. dahan wntuk than bahan bukt

pombukuan, pencatatan dan dekumen-dokdumen lain, serta
w?akuknnpqmmmmhadepbahmbnkhmlmhut,

£ Menints bantuen femgaahhdahmmngkn pelaksanann tuges
penysd'kmundlk pidans dibidang Perpajakan Daerah, ;

& Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalian
usngen atsu fempat pada seat pemeriksaan sodang
berlmgsung - den memeriksa identitss orng dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;

B Memotet sesearang yang berkaitan dengan tindak pidana
Perpajakan Daerah; PR

i Memanggl orang wntuk cidenger keterangannya dan

diperiksa sehagai bersangka atau saksi ;

§.  Menghentikan penyidikan ;

k  Melakukan tindgkan lnin yang perlu untuk kelancamn
penyidikan tindak pidhna dibidang Perpsjaken  Daerth
me yang d javak

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

imulai idikan den ikan hasil idil

wa perty P

epeda Pesumiut Umnm sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1951 Tentang Hukum

Acara Pidana.




BAB XV1
KL'I']ZN‘I'U/\N FENUTUP
Pasal 33
Dcngm berlskurya Qanun (cha.hmn Daerahj il i
ketentuarl yang berfentangan demgan Qanun’ (Pernturan Dacrah) ini
dinystalon tidek erlkalogl. T

Pasal 34

Halhal ynngln—lnm diatur dalam Qanun {Peraturan Dacrah) iniakan
dintur Kemudin uimgan quumm Wll:lr.nhiseplmngmu\gcnal
pelaksanasmya.

FPasal 35

Qenun (Pesaturan Daerah) ini mulsi berlaku pada tanggal di
undanghar. -
Apar setisp  omang dapat  memgeishminys,  memeriniahlan
pengundangan Qanun  (Peratutan dacrah) fni derigan penempatanaya
delam Lestharin Deerah Kota Langsa.

Disatbkan i Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003
07 fumadil AlRir 1422 H

WALIKOTA LANGSA,

Capt.
AZHARIL AZIZ




| Diundangken di Langsa
pada tanggal 06 fgustus 20030
07 Jumadil Akhir 1424 1

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,

130526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI B
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